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ABSTRAK 

 

Lawful interception seringkali dilakukan oleh aparatur negara tanpa melihat 

batasan-batasan terhadap hak-hak privasi warga negara penelitian ini menganalisis 

batasan terhadap apa saja yang boleh dilakukan oleh penyidik  penegak hukum 

terhadap tindakan lawful interception serta pengaturan dan kewenangan oleh aparat 

penegak hukum, metode penelitian kali ini menggunakan  yuridis normatif dengan 

pendekatan undang-undang , koseptual dan historis dan kasus serta memanfaatkan 

bahan hukum primer dan sekunder sebagai analisis , kajian ini berfokus pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi  elektronik , penelitiann ini juga 

menganalisis batasan terhadap tindakan lawful interception di indonesia di masa 

yang akan datang serta batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan oleh penyidik 

dengan menekankan hak privasi warga negara. hasil dari penelitian ini adanya 

pengaturan yang jelas serta revisi terhadap Undang-Undang mengenai pengaturan 

supaya tertuang jelas sehingga terbentuknya keadilan serta kepastian hukum. 

dengan adanya regulasi yang pasti dan jelas dalam pengaturan lawful interception. 
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ABSTRACT 

 

Lawful interception is often carried out by state officials without considering the 

limitations on citizens' privacy rights. This study analyzes the limitations on what 

law enforcement investigators may do regarding lawful interception actions as well 

as the regulations and authorities by law enforcement officers. This research 

method uses normative juridical with a statutory, conceptual and historical 

approach and cases and utilizes primary and secondary legal materials as analysis. 

This study focuses on the provisions of Law Number 1 of 2024 concerning 

amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic transaction 

information. This study also analyzes the limitations on lawful interception actions 

in Indonesia in the future and the limitations that investigators may carry out by 

emphasizing citizens' privacy rights. The results of this study are clear regulations 

and revisions to the Law regarding regulations so that they are clearly stated so 

that justice and legal certainty are formed. with the existence of definite and clear 

regulations in the regulation of lawful interception 
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